LAPORAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN JANUARI
TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara — Kandangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan

Website : www.pa-negara.pta-banjarmasin.qo.id
Email : pa.negara@gmail.com




PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS i

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No.Telp/Fax {0517)51421

E-mail : pa.negara@gmail.com
Negara — Hulu Sungai Selatan 71254

UNDANGAN

Nomor :W15-A11/ /HM.01.2/01/2020 Negara, 30 Januari 2020
Sifat  :Biasa
Hal : Undangan

Kepada Yth.

Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Pengadilan Agama Negara

Di-

Tempat
Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah dilaksanakan nya penanganan benturan kepentingan periode bulan

januari tahun 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020

Waktu : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb. -~

.. Zubaidah, S.Ag.,SH.,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA

JI.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421
Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen

FM/AM/04/01

Tgl. Pembuatan
02 - 01 -2020 --

Tgl Revisi

Tgl. Efektif
02 - 01 -2020

Jenis Kegiatan
Nama Kegiatan

: (Rapat, Pelatihan, Briefing, lain-lain, :
: Monev Penenganan Benturan Kepentingan

Hari Tgl. : Kamis, 30 Januari 2020
Waktu :09.00
Tempat : Raung Rapat
No. | Nama Jabatan Tanda Tangan
1. | Hj. Nurul Hikmah, S.Ag,. M.H Ketua 1.
2. | Hj. St. Zubaidah, S.Ag,.S.H,.M.H Wakil Ketua 2.
3. | Achmad Sya’rani, S.H.I Hakim 3. B%\_)
4. | Husnan Taparrod, S.H Panitera 4. dé
5. | H. Abdul Khalig, S.Ag Sekretaris 5.

Wakil K

Hj

¢ Zubaidah, S.Ag.,SH.,MH




PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam

Kamis / 30 Januari 2020 / 09:00 WITA

Tempat

Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara

Pimpinan Rapat

Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara

Peserta Rapat

Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Acara

Rapat Monitoring dan Evaiuvasi Benturan Kepentingan

Agenda Rapat :

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Rapat Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan bulan Januari 2020

- Diawali dengan pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara selaku Ketua

Tim.

- Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara menyampaikan maksud dan tujuan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengukur efektifitas dari
implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan yang telah ditetapkan dapat
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Rapat dilanjutkan dengan laporan dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang

terjadi

- Berdasarkan hasil laporan dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan bahwa untuk
periode Januari tahun 2020, tidak terjadi benturan kepentingan di lingkungan
Pengadilan Agama Negara

- Wakil Ketua memberikan tanggapan bahwa dengan tidak adanya benturan kepentingan
yang terjadi mengindikasikan professionalism apparatur Pengadilan Agama Negara

- Wakil ketua memerintahkan agar laporan penanganan pengaduan bulan Januari segera
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara sebagai bahan tidak lanjut.

Dibuat Oieh,

St~

Muhammad Makhlufi, S.H.I

« ANegara, 30 Januari 2020

/a"
7 4

N




A. Latar Belakang

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan
kepentingan (cinflict of interest), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi
mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan
kewajibannya.

Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian
mempengaruhi dan meredukasi kebijakan yang sedang dibangun dan kemudian melahirkan kebijakan atau
keputusan yang menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi kepada
memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan kebijakan yang tidak efisien dan tidak
efektif yang mampu diberikan.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan peningkatan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawah serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan
upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai
di lingkunga Pengadilan Agama Negara Selatan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu plan-do-check-action laporan ini dibuat untuk
dibuat untuk melakukan evaluasi teradap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan
Pengadilan Pengadilan Agama Negara

B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1085 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29
November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

C. Tujuan
Tujuan evaluasi penanganan benturan kepntingan di lingkungan Pengadilan Agama Ngara adalah untuk
menilai efektifitas dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

D. Hasil Evaluasi
Pada awal tahun 2020 telah dilakukan upaya identifikasi pemetaan benturan kepentingan melalui
Dokumen Identifikasi Benturan Kepentingan yang telah disebarkan kepada seluruh pejabat/pegawai
Pengadilan Agama Negara agar dapat dilakukan pengawasan secara langsung oleh atasan
pejabat/pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan hasil monitoring oleh Tim Pengendalian Benturan
Kepentingan selama periode Januari 2020, di Lingkungan Pengadilan Agama Negara tidak pernah
terjadi benturan kepentingan. ey G\

""" Negara, 30 Januari 2020
-Ketua T

. Zubaidah, S.Ag..SH..MH



LAPORAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN FEBRUARI
TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara — Kandangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan

Wehsite : www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id
Email : pa.negara@gmail.com




PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS Il

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No.Telp/Fax {0517) 51421
E-mail : pa.negara@gmail.com
Negara — Hulu Sungai Selatan 71254

UNDANGAN

Nomor : W15-A11/ /HM.01.2/02/2020 Negara, 28 Februari 2020
Sifat  :Biasa

Hal : Undangan

Kepada Yth.

Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Pengadilan Agama Negara

Di-

Tempat
Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah dilaksanakan nya penanganan benturan kepentingan periode bulan

Februari tahun 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Februari 2020

Waktu :09.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

[ T. Zubaidah, S.Ag.,SH.,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA

JI.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421
. Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen

FM/AM/04/01

Tgl. Pembuatan Tgl Revisi

02 - 01 -2020 -

Tgl. Efektif
02 - 01 -2020

Jenis Kegiatan
Nama Kegiatan

: (Rapat, Pelatihan, Briefing, lain-lain, :
: Monev Penenganan Benturan Kepentingan

Hari Tgl. : Jumat, 28 Februari 2020
Waktu :09.00
Tempat : Raung Rapat
No. | Nama Jabatan Tanda Tangan
1. | Hj. Nurul Hikmah, S.Ag,. M.H Ketua 1.
/'
2. | Hj. St. Zubaidah, S.Ag,.S.H,MH | Wakil Ketua 2. ﬂ
3. | Achmad Sya’rani, S.H.I Hakim 3. P
4. | Husnan Taparrod, S.H Panitera 4, dﬁ'
5. | H. Abdul Khalig, S.Ag Sekretaris 5.

#Zubaidah, S.Ag.,SH.,MH



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal/Jam Jumat / 28 Februari 2020 / 09:00 WITA
Tempat | Ruang Rapat Pengadilan Agama Ncgara
Pimpinan Rapat Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara
Peserta Rapat Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan

Agenda Rapat :

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Rapat Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan bulan Februari 2020

- Diawali dengan pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara selaku Ketua
Tim.

- Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara menyampaikan maksud dan tujuan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengukur efektifitas dari
implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan yang telah ditetapkan dapat
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Rapat dilanjutkan dengan laporan dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang
terjadi

- Berdasarkan hasil laporan dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan bahwa untuk
periode Februari tahun 2020, tidak terjadi benturan kepentingan di lingkungan
Pengadilan Agama Negara

- Wakil Ketua memberikan tanggapan bahwa dengan tidak adanya benturan kepentingan
yang terjadi mengindikasikan professionalism apparatur Pengadilan Agama Negara

- Wakil ketua memerintahkan agar laporan penanganan pengaduan bulan Februari
segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama sebagai bahan tidak lanjut.

P r',ﬁé@aga, 28 Februari 2020

_gﬁyi' r \
Dibuat Oleh, o/ .. Diketahyi Qleh,
Muhammad Makhlufi, S.H.I \_ " Hj. ST. 7Zyfpdidah, S.Ag..SH..MH




A.

Latar Belakang

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan
kepentingan (cinflict of interest), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi
mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan
kewajibannya.

Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian
mempengaruhi dan meredukasi kebijakan yang sedang dibangun dan kemudian melahirkan kebijakan atau
keputusan yang menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi kepada
memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan kebijakan yang tidak efisien dan tidak
efektif yang mampu diberikan.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan peningkatan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawah serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan
upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai
di lingkunga Pengadilan Agama Negara dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu plan-do-check-action laporan ini dibuat untuk
dibuat untuk melakukan evaluasi teradap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan
Pengadilan Agama Negara.

Dasar Hukum

Dalam penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini dilandasi oleh :

I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1085 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29
November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Tujuan

Tujuan evaluasi penanganan benturan kepntingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah untuk
menilai efeklifitas dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Hasil Evaluasi
Pada awal tahun 2020 telah dilakukan upaya identifikasi pemetaan benturan kepentingan melalui
Dokumen Identifikasi Benturan Kepentingan yang telah disebarkan kepada seluruh pejabat/pegawai
Pengadilan Agama Negara agar dapat dilakukan pengawasan secara langsung oleh atasan
pejabat/pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan hasil monitoring oleh Tim Pengendalian Benturan
Kepentingan selama periode Februari 2020, di Lingkungan Pengadilan Agama Negara tidak pernah
terjadi benturan kepentingan. \“

~Negara, 28 Februari 2020

i,




LAPORAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN MARET
TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara — Kandangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Website : www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id

Email : pa.negara@gmail.com




PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No.Telp/Fax {0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com
Negara — Hulu Sungai Selatan 71254

UNDANGAN

Nomor : W15-A11/ /HM.01.2/03/2020 Negara, 31 Maret 2020
Sifat  :Biasa

Hal : Undangan

Kepada Yth.

Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Pengadilan Agama Negara

Di-

Tempat
Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah dilaksanakan nya penanganan benturan kepentingan periode bulan Maret

tahun 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Maret 2020

Waktu :09.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb. =

. Zubaidah, S.Ag.,SH.,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421
Email : pa.negara@gmail.com
“

DAFTAR HADIR
Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tgl Revisi Tgl. Efektif
FM/AM/04/01 02 - 01 -2020 - 02 - 01 -2020

Jenis Kegiatan : (Rapat, Pelatihan, Briefing, lain-lain, :
Nama Kegiatan : Monev Penenganan Benturan Kepentingan
Hari Tql. : Selasa, 31 maret 2020
Waktu :09.00
Tempat : Raung Rapat

No. | Nama Jabatan Tanda Tangan

7 )

1. | Hj. St. Zubaidah, S.Ag,.S.H,.M.H Wakil Ketua 1.

2. | Achmad Sya’rani, S.H.I Hakim 2.

3. | Husnan Taparrod, S.H Panitera 3. dq\

4. | H. Abdul Khalig, S.Ag Sekretaris 4,

/Zubaidah, S.Ag.,SH.,MH



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam

Selasa / 31 Maret 2020 / 09:00 WITA

Tempat

Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara

Pimpinan Rapat

Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara

Peserta Rapat

Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Acara

Rapat Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan

Agenda Rapat :

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Rapat Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan bulan Maret 2020

- Diawali dengan pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara selaku Ketua

Tim.

- Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara menyampaikan maksud dan tujuan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengukur efektifitas dari
implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan yang telah ditetapkan dapat
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Rapat dilanjutkan dengan laporan dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang

terjadi

- Berdasarkan hasil laporan dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan bahwa untuk
periode Maret tahun 2020, tidak terjadi benturan kepentingan di lingkungan
Pengadilan Agama Negara

- Wakil Ketua memberikan tanggapan bahwa dengan tidak adanya benturan kepentingan
yang terjadi mengindikasikan professionalism apparatur Pengadilan Agama Negara

- Wakil ketua memerintahkan agar laporan penanganan pengaduan bulan maret segera
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara sebagai bahan tidak lanjut.

Dibuat Oleh,

Muhammad Makhlufi, S.H.I . Hj.ST. Zu

=%
==
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““Negara, 31 Maret 2020

AN

i/ 57 =), Dikegtfa Ongp,

7S.Ag..SH..MH



A.

Latar Belak

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan
kepentingan (cinflict of interest), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi
mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan
kewajibannya.

Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian
mempengaruhi dan meredukasi kebijakan yang sedang dibangun dan kemudian melahirkan kebijakan atau
keputusan yang menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi kepada
memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan kebijakan yang tidak efisien dan tidak
efektif yang mampu diberikan.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan peningkatan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawah serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan
upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai
di lingkunga Pengadilan Agama Negara dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu plan-do-check-action laporan ini dibuat untuk
dibuat untuk melakukan evaluasi teradap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Dasar Hukum

Dalam penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini dilandasi oleh :

I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1085 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara vang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan,

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29
November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

N

Tujuan

Tujuan evaluasi penanganan benturan kepntingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah untuk
menilai efektifitas dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Hasil Evaluasi
Pada awal tahun 2020 telah dilakukan upaya identifikasi pemetaan benturan kepentingan melalui
Dokumen Identifikasi Benturan Kepentingan vang telah disebarkan kepada seluruh pejabat/pegawai
Pengadilan Agama Negara agar dapa dilakukan pengawasan secara langsung oleh atasan
pejabat/pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan hasil monitoring oleh Tim Pengendalian Benturan
Kepentingan selama periode Januari 2020, di Lingkungan Pengadilan Agama Negara tidak pernah
terjadi benturan kepentingan. TACN
/. V2~ Negara, 31 Maret 2020

Ketua £

- Zubaidah, S.Ag..SH.,.MH



LAPORAN EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN APRIL
TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara — Handangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan

Wehsite : www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id
Email : pa.negara@gmail.com




PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS §i
Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No.Telp/Fax (0517) 51421
E-mail : pa.negara@gmaii.com
Negara — Hulu Sungai Selatan 71254

UNDANGAN
Nomor :W15-A11/ /HM.01.2/04/2020 Negara, 30 April 2020
Sifat  :Biasa
Hal :Undangan
Kepada Yth.

Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Pengadilan Agama Negara
Di-

Tempat
Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah dilaksanakan nya penanganan benturan kepentingan periode bulan April

tahun 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak/ibu Saudara (i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2020

Waktu : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

¥1. Zubaidah, S.Ag.,SH.,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421
Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tgl Revisi Tgl. Efektif
FM/AM/04/01 02 - 01 -2020 -- 02 - 01 -2020

Jenis Kegiatan : (Rapat, Pelatihan, Briefing, lain-lain, :
Nama Kegiatan : Monev Penenganan Benturan Kepentingan
Hari Tgl. : Kamis, 30 April 2020
Waktu : 09.00
Tempat : Raung Rapat

No. | Nama Jabatan Tanda Tangan

1. | Hj. Nurul Hikmah, S.Ag,. M.H Ketua 1.

2. | Hj. St. Zubaidah, S.Ag,.S.H,.M.H Wakil Ketua 2. Q

’U
3. | Achmad Sya’rani, S.H.I Hakim 3. Lw
4. | Husnan Taparrod, S.H Panitera 4. d€

5. | H. Abdul Khalig, S.Ag Sekretaris 5.

Hj.A&. Zubaidah, S.Ag.,SH.,MH



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal/Jam Kamis / 30 April 2020/ 09:00 WITA
Tempat Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat Wakil Kctua Pengadilan Agama Negara
Peserta Rapat Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan

Agenda Rapat :

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Rapat Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan bulan April 2020
- Diawali dengan pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara selaku Ketua

Tim.

- Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara menyampaikan maksud dan tujuan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengukur efektifitas dari
implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan yang telah ditetapkan dapat
dilakukan perbaikan scbagaimana mestinya.

- Rapat dilanjutkan dengan laporan dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang

terjadi

- DBerdasarkan hasil laporan dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan bahwa untuk
periode April tahun 2020, tidak terjadi benturan kepentingan di lingkungan
Pengadilan Agama Negara

- Wakil Ketua memberikan tanggapan bahwa dengan tidak adanya benturan kepentingan

yang terjadi mengindikasikan professionalism apparatur Pengadilan Agama Negara
- Wakil ketua memerintahkan agar laporan penanganan pengaduan bulan April segera
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara sebagai bahan tidak lanjut.

Dibuat Oleh,

Muhaimad Makhlufi, S.H.1 R Hj.-ST,Z

P
£ it Al g N
/4 ._.'/',/"' ~~ "'-'_ _\t.'_\
[/ Negara, 30 April 2020
(51 57X \Dike eh,

dah, S.Ag..SH.,MH




A. Latar Belakang

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan
kepentingan (cinflict of interest), yang merupakan suvatu kondisi dimana pertimbangan pribadi
mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam
melaksanakan kewajibannya.

Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian
mempengaruhi dan meredukasi kebijakan yang sedang dibangun dan kemudian melahirkan kebijakan
atau keputusan yang menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi kepada
memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan kebijakan yang tidak efisien dan tidak
efektif yang mampu diberikan.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) dan peningkatan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawah serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan
upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai
di lingkunga Pengadilan Agama Negara Selatan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan
tugasnya.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu plan-do-check-action laporan ini dibuat untuk
dibuat untuk melakukan evaluasi teradap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan
Pengadilan Pengadilan Agama Negara

B. Dasar Hukum
Dalam penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini dilandasi oleh :
I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor (4
Tahun 1085 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29

November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

el

C. Tujuan
Tujuan evaluasi penanganan benturan kepntingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah untuk
menilai efektifitas dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

D. Hasil Evaluasi
Pada awal tahun 2020 telah dilakukan upaya identifikasi pemetaan benturan kepentingan melalui
Dokumen Identifikasi Benturan Kepentingan yang telah disebarkan kepada seluruh pejabat/pegawai
Pengadilan Agama Negara agar dapat dilakukan pengawasan secara langsung oleh atasan
pejabat/pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan hasil monitoring oleh Tim Pengendalian Benturan
Kepentingan selama periode April 2020, di Lingkungan Pengadilan Agama Negara tidak pernah terjadi
benturan kepentingan. T

-~ ~Negara, 30 April 2020

. Zubaidah, S.Ag.,.SH.,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA
% Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Telp/Fax. : 0517-51421,

email : pa.negaratigimail.com | website : pa-negara.go.id

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen

Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif
FM/AM/04/01 02/05/2018 02/01/2019 02/01/2019
Tindak Lanjut Hasil Monev benturan kepentingan bulan Juni 2019
Target Penanggun Tel
NO Uraian Pembahasan Tindak Lanjut B ; Bevng Penyelesaian
Penyelesaian Jawab
(Status)
1. | Hasil monitoring dan evaluasi - - Ketua Tim 28 Juni 2019

benturan kepentingan pada
Pengadilan Agama Negara
Periode Juni 2019 :

-Tidak terdapat laporan

benturan kepentingan para
pihak berperkara atau pihak
lainnya terhadap pegawai
Pengadilan Agama Negara
-Telah disosialisasikan benturan
kepentingan

Dibifat Oleh,

usnan Taparrod, S.H.

Notulen

Negara, 28 Juni 2019

Diketahui Oleh,

|

Hi. Nurul Hiknah, S.Ag. M.H.

Pimpinan Rapat




PENGADILAN AGAMA NEGARA
% Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu ‘%ungai Selatan Telp/Fax. : 0517-51421,
email : C AT L)

11 | website : pa-negara.go.id

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif
FM/AM/04/01 ) 02/05/2018 02/01/2019 02/01/2019
Tindak Lanjut Hasil Monev Whistle Blowing System bulan Juni 2019
Target Penanggun 8!
NO Uraian Pembahasan Tindak Lanjut 5 ; eeung Penyelesaian
Penyelesaian Jawab
(Status)
1. | Hasil monitoring dan evaluasi - - Ketua Tim 28 Juni 2019

whistle blowing system pada

Pengadilan Agama Negara

Periode Juni 2019 :

- Tidak terdapat laporan
pengaduan pada Pengadilan
Agama Negara melalui whistle
blowing system.

- Petugas meja pengaduan
telah memantau secara
berkala (setiap hari) pada
aplikasi siwas

Dibyat\Oleh,

\

i

H. Husnan Taparrod, S.H.
Notulen

" Diketahui Oleh,

Hj.

“Negara, 28 Juni 2019

—
urul Hikmah, S.Ag.,M _H.

Pimpinan Rapat




% Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 Kecamatan Daha Selatan

deuparen Hulu Ewungeu ‘%clatcm Telp/Fax. : 0517-51421,
email : SO

PENGADILAN AGAMA NEGARA

awpinalleom | website : pa-negara.go. 1d

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen
FM/AM/04/01 02/05/2018

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi Tgl. Efektif
02/01/2019 _ 02/01/2019

Tindak Lanjut Hasil Monev Penanganan Pengaduan bulan Juni 2019

NO

Tgl
: . T
Uraian Pembahasan Tindak Lanjut arget. Penanggung Penyelesaian
Penyelesaian Jlawab
(Status)
Hasil monitoring dan evaluasi Ketua Tim 28 Juni 2019

penanganan pengaduan pada

Pengadilan Agama Negara

Periode Juni 2019 :

- Tidak terdapat laporan
pengaduan pada Pengadilan
Agama Negara

- Petugas meja pengaduan
telah memantau secara
berkala (setiap hari) pada
kotak pengaduan dan saran
serta email pengaduan.

Dibudt Oleh,

H. Hu$nan Taparrod, S.H.
Notulen

~ Negara, 28 Juni 2019

Diketahui QOleh,

e
Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Pimpinan Rapat




PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungal %elatan Telp/Fax. : 0517-51421,
i oo |website : pa-negara.go.id

email :

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen
FM/AM/04/01

Tgl. Pembuatan
02/05/2018

Tgl. Revisi
02/01/2019

Tgl. Efektif
02/01/2019

Jenis Kegiatan

Nama Kegiatan

: Rapat Evaluasi

: Monitoring dan evaluasi pengaduan, wbs, benturan kepentingan bulan

Juni 2019

Hari, tanggal :Jum’at, 28 Juni 2019
Waktu : 14.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat PA Negara
no| NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. | Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H. Ketua Jz[
=, i o . _/
2. | Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H. Wakil Ketua
3. | Achmad Sya’rani, S.H.L. Hakim /
S Mt L — 1
4. | H. Husnan Taparrod, S.H. Panitera /
e~ ST RS ‘\
5. | Ahmad Abdul Hakam Plt. Sekretaris "677 &,

Ketua Pengadilan Agama Negara,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003




PENGADILAN AGAMA NEGARA

% Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 Kecamatan Daha Selatan
Kabupaton Hulu %ung’,u Helatan Telp/Fax. : 0517-51421,
email : pa.negaraigmail, 71 | website : pa-negara. go.id

NOULEN RAPAT

Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan pada PA Negara pada periode bulan Juni 2019 tidak
terdapat laporan pengaduan PA Negara. Petugas Pengaduan telah melakukan pengecekan secara
rutin pada kotak saran dan email pengaduan.

Whistle Blowing System (WBS)
Monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System (WBS) pada PA Negara periode bulan Juni 2019 tidak
terdapat laporan Pengaduan PA Negara melalui Whistle Blowing System (aplikasi SIWAS)

Benturan Kepentingan

Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan pada PA Negara periode Juni 2019 tidak
terdapat adanya benturan kepentingan antara pihak beperkara maupun pihak luar lainnya terhadap
Pegawai PA Negara.

SPIP (Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah)
Tidak terdapat terjadinya resiko terhadap pelaksanaan tupoksi pegawai pada bulan Juni 2019.

Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tal. Revisi ~ Tgl. Efektif
FM/AM/04/01 02i05/2018 02/01/2019 02/01/2019
Hari/Tangga'IU/_jam Jur_n'-:-:it, 28 Juni 2019
[ Tempat‘ Ruang Rapat PA Negara _ o

Pimpinan Rapat Ketua Pengadilan Agama Negara _ E
Peserta Rapat Tim Unit Pengaduan, benturan kepentingan, SPIP B
Agenda Rapat : Momtormg dan evaluasi penanganan pengaduan, wbs, benturan kepentmgan SPIP bulan J Juni |
2019 dan tindaklanjut. B

1. Penanganan Pengaduan

Negara, 28 uni 2019

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,
) JQ
Axdl Y
H Lsnan Taparrod, S.H. * Hi.Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Notulen "~ Pimpinan Rapat



T
PENGADILAN AGAMA NEGARA

% Jalan Negara-Kandangan Km.3,5 Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Telp/Fax. : 0517-51421,

email : pa.ncgara@email.com | website : pa-negara.go.id

" UNDANGAN

Negara, 27 Juni 2019

KepadaYth.
Tim Unit SPIP, Pengaduan (WBS) dan Unit
Tim Benturan Kepentingan PA Negara
Di -
Negara

Assalamualaikum Wr.Whb.

Bersama ini kami mengundang Bapak/lbu untuk dapat hadir dalam rapat Monitoring dan evaluasii
SPIP, penanganan Pengaduan, WBS, dan benturan kepentingan bulan Juni 2019 di Pengadilan Agama
Negara dan tindak lanjutnya, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :Jum’at, 28 Juni 2019
Waktu :14.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat PA. Negara

Demikian Undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Whb
Ketua

—
Hi. Nurul Hikmah, S.Ag.,M H.
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